
Tidak Hanya Sebagai PA Kadis
PUTR  Batang  Hari  Juga
Merangkap Sebagai PPK
Batang Hari, Jambi – Double Job atau rangkap jabatan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari
menjadi tanda tanya penuh. Pasalnya apakah jajaran di Dinas
PUTR tidak ada pegawai yang memenuhi syarat menjadi PPK, Sabtu
(09/07/2025).

Merangkap  dua  jabatan  tentunya  membuat  kepala  Dinas  PUTR
banyak  tanggung  jawab.  Apakah  karena  Kadis  baru  saja
mendapatkan  gelar  insinyur  profesional  sehingga  ia  harus
mengambil semua beban pekerjaan? Hal itu tentunya juga menjadi
pertanyaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pelaku  Pengadaan
Barang/Jasa  menyebutkan  pengguna  anggaran  yang  selanjutnya
disingkat  PA  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan  penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah (kepala
dinas).

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), PA/KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

PPK  memiliki  tugas  pokok  dan  kewenangan  sebagai  berikut,
menetapkan  rencana  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  yang
meliputi  spesifikasi  teknis  Barang/Jasa,  Harga  Perkiraan
Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak.
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Menerbitkan  Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/Jasa.
Menandatangani Kontrak. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia
Barang/Jasa. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Melaporkan  pelaksanaan/penyelesaian  Pengadaan  Barang/Jasa
kepada  PA/KPA.  Menyerahkan  hasil  pekerjaan  Pengadaan
Barang/Jasa  kepada  PA/KPA  dengan  Berita  Acara  Penyerahan.
Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
Menyimpan  dan  menjaga  keutuhan  seluruh  dokumen  pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan. PPK
dapat  mengusulkan  kepada  PA/KPA  perubahan  paket  pekerjaan
dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

Menetapkan  tim  pendukung,  menetapkan  tim  atau  tenaga  ahli
pemberi  penjelasan  teknis  (aanwijzer)  untuk  membantu
pelaksanaan tugas ULP dan menetapkan besaran Uang Muka yang
akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUTR IR. H. Ajrisa
Windra, ST. MM belum bisa dikonfirmasi. (Red)


